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PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA MEWUJIUDKAIRN
KEPEMERINTARARN YANG BAIK ( GO0D GOVERNARNGCE) DALAM
RANGKA MEWUJIUDKAR INDONESIA MAJU

INSTRUMENTAL INPUT
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0O UNDANG-UNDANG
NEGARA O PERATURAN PEMERINTAH
O PERATURAN KPK

O PERATURAN PIMPINAN
‘ 0O UNDANG-UNDANG LAINNYA

= KPK * PEMBANGUNAN SDM KPK YG = PEGAWAI KPK
= KEMENTRIAN PROFESIONA & UNGGUL - PEMDA, PNS
/ LEMBAGA * MITIGATION, PUBLIC EDUCATION, | . \EMENTRIAN /
« PEMERINTAH PREVENTIVE, MONITORING
S APPROACH | LE APPROACH | EWEASE
A * MENINGKATKAN KORDINASI & » i
PEMBERANTASAN \ Erhern :l(j)tf)?:g DGN SELURUH STAKE & GMASO / NA'O‘AKAN b PEMBERANTASAN
KORUPSI BLM 9 USAHA / « PENGUATAN INSTRUMEN = FORMAL / NON KORUPSI BERDAYA GUNA
OPTIMAL 4| SWASTA * PENINGKATAN KAPABILITAS & FORMAL & BERHASIL GUNA
. KAPASITAS SDM = SELURUH
E * PENINGKATAN KESEJAHTERAAN JENJANG DIK O 660D GOVERNANCE &
. SDM
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. Menguatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kepercayaan
. Meningkatkan sinergisitas pencegahan dan penindakan melalui koordinasi seluruh
. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang berpotensi
. Mengefektifkan supervisi terhadap instansi yang berwenang

. Melaksanakan Pemberantasan TPK (pasal 6d)
. Mengoptimalkan pengembalian kerugian negara hasil TPK (pasal 6e dan f)

VIS
Bersama masyarakat menjadikan KPK sebagai lembaga yang andal,
profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan Indonesia maju

bebas dari korupsi

\

publik (pasal 6a)
elemen terkait dalam upaya pemberantasan TPK (pasal 6b)

terjadinya TPK (pasal 6c)
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China ‘

India ¢ Skor IPK Indonesia dari tahun 1999-2019

fluktuatif, namun menunjukkantren
positif.

INDIA dan CHINA dipilih karena
kesamaan parameter yang digunakan
untuk menilai IPK Indonesia
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Bersama masyarakat menjadikan KPK sebagai lembaga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas
dalam mewujudkan Indonesia maju bebas dari korupsi &

PETA STRATEGI KPK -WIDE

Menurunnya TingkaKorupsi

Ultimate
Goal

IndeksPersepsKorupsi (Are&PK)

enguatkanUpayaPencegahan
Korupsi

1.SkorIndeksPerilakuAnti Korupsi(IPAK)
2.SurveyPenilaiarintegritas(SPI)

Mewujudkan SDM Profesional,
Berintegritasdan Netral

. __-_ —
Indeks SisterMerit KPK

Optimalisasi mekanisme pemulihan dan
pengelolaanasethasil tindak pidana korupsi

Pemangku
Kepentingan

Mewujudkan Kelembagaan Yarigfektif :

-MewujudkanAkuntabilitas Keuaﬁéﬁn
danKinerja

1.IndeksMaturitasSistem Pengendalian Instaff@merintah (SPIRPK

1.0piniBPK atas LapordteuangatKPK
2 IndeksMaturitas SistemPemerintaharBerbasis Elektronik (SPBEBK

2.Skor Sister\kuntabilitas KinerjgPK

Meningkatkan
SinergisitaKoordinasi
KPK
denganinstansiTerkait

PenguatanMonitoring
Sistem
Penyelenggaraan
PemerintahanNegara

Meningkatkan
Penyelesaian
jumlah case

Mengefektifkan
Supervisi KPK terhadap
Instansi terkait

I.5 Terintegrasinya
UpayaPenindakandan
PencegaharTipikor

building dan TPPU
Proses

Internal 1. PenyelesaiaCaseBuilding
2. Penyelesaiafferkaradengan
mengoptimalkanTPPUTindak
PidanaPencuciarang

PelimpaharPerkarayang
mendapatkarputusan
pengadilarnberkekuatantetap
PembangunarsistemPelaporan
PenanganarPerkaral PK yang
dilakukanoleh InstasiTerkait

fenyederhanakan dan Penataan
Regulasyang Efektif

embentuk SumberDaya Manusi
BerkinerjaOptimaldan Berbudaya
KerjayangTinggi

1. PenyelamatarKeuangarNegaradenganinstansi

terkait

1. Penyelamatariset

Hukum LembagadPendidikandan Diklaf

MembangunSistem Operasional da
Data Informasi Terintegrasiyang

\ Adaptif

Hukuminternal KPK

InternalisasBudayaKerjaKPK

1. PenyusunarKebijakardan Produk Hukum 1. PenyelesaiaffransisMSDMKPK 1. Penyempurnaan Pros@snisKPK
Eksternal untuk PenguatdtPK 2. PeningkataKompetensSDVKPK 2. Pembangunan Sistemformasi Teknolog{PK
2. HarmonisasRegulasilanPenyelesaiarProduk 3. KomunikasStrategisebijakanKPkdan 3. SLAService Level AgreemgRemenuharDatadan

InformasisertaLayanarumumKPK

2. PenguatarUpayaAnti KorupsipadalnstansiTerkait
(Penyelenggarélegara, Pelayanapublik Penegak

N

1. PotensiPenyelamatarKeuangan
Negara

2. K/L/Pyangmelaksanakamencana
aksiKPK $trategisNasional
Pencegahaiorupsi/ TL

RekomendaskPHR

emanfaatanAnggaran TepatSasar
_dan PenguatanPengendaliarinternal

Indikator Kinerja PelaksanaamggararKPK
Pengendaliaratas Pemantauan Berkelanjut&iPK
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OPTIMALISASI PENGUATAN
PENGEMBALIAN OP-I;:\:.:.\E“I\:ASl MONITORING
KERUGIAN PENCEGAHAN SISTEM
NEGARA HASIL YANG EFEKTIE PENGELOLAAN
TPK ADMINISTRASI
!
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4  CRARD STRATEY
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Vegoem Seetegis A
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TUJUAN STRATEGIS (ULTIMATE GOAL) DARI’
KPK ADALAH MENURUNKAN TINGKAT
KORUPSI DI INDONESIA DENGAN INDIKATOR

. KEBERHASILAN : J
Penggunaan data \ - Penggunaan data ZI\
survei nilai WIP (World WEK WBEBM,
Justice Project)dan indeic Ferliaky
: ,j ; Anti Korupsi (IPAK)
PERC (Political Risk & dorieirres
Economic Survey) yang Penilaian Integritas
menjadibagian (SPI)
\\ perhitungan CPI j \\ /
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& St-rate.gis KBKSWIDE) MITIGAS! —
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KOORDINASI

I'-_-_I—_—_—I

PENCEGAHAN | MONITORING

7DV

DIKYANMAS

. AKAN BERFOKUS PADA:

| > - PENEGAKAN HUKUM DENGAN PRIORITAS
_ PENGEMBALIAN KERUGIAN UANG NEGARA

MELALUI ASSET RECOVERY

PENINGKATAN CPI
INTERVENSI untuk meningkatkan nilai
WIP | World Justice Project) dan PERC
(Political Risk & Economic Survey) yang
menjadi perhitungan CPI

Kolaborasi pencegahan dan penindakan
- Preventif for law enforcement
- Law enforcement for preventif




FOKUS AREA KPK DALANM MENDUKURNG
Sasaran Strategis ([KPK WIDE)

KEBIJAKAN
PRESIDEN

Yudikatif (badan peradilan Pidana, Perdata, Niaga)

000 68

Pembangunan Pembangunan Penyederhanaan Penyederhanaan Transformasi
SDM Infrastruktur Regulasi Birokrasi Ekonomi
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Koordinasi dan supervisi difokuskan pada status
perkara yang ditangani APGAKUM (Kepolisiandan
Kejaksaan) sampai mendapatkan kepastian
hukum

Manajemen & dukungan teknis
lainnya untuk mewujudkan
transformasi organisasi, SDM,

Penindakan akan
difokuskan pada case
building (bangun kasus)
sehingga meningkatkan
persentase asset
recovery (pemulihan
asset)

Pencegahan dengan intervensi pada
pembangunan SDM dan Infrakstruktur,
penyederhanaan regulasidan birokrasi serta
transformasi ekonomi sehingga berdampak
pada peningkatan nilai WIP (World Justice
Project) dan PERC (Political Risk and
Economic Survey) yang menjadi bagian
perhitungan CPI

sistem Informasi dan data
berbasisdigital
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Permres B Mo. BAZ2006)

3 Fokus

-I-I Aksi
27 Sub Aksi

Stranas PK

Arah kebijakan nasional yang memuat
focus dan sasaran pencegahan korupsi
yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda,
dan stakeholder dalam melaksanakan aksi
pencegahan korupsi di Indonesia

I Keuangan

Perizinan dan Negara ' Penegakan Hukum
Tata Niaga dan RB

Implementasi OSS E-catalogue sectoral Konsep

di Kemenhub dan
Kementan

pengawasan dana
desa oleh APIP

25 likasi

Integrasi NIK
Kemensos dan
Kemendagri

75%

E-catalogue local di
Provinsi Jawa Barat

Kabupaten

dan DKI Jakarta
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@ 20 DESEMIBER 2019 = 20 [F

SPRINDIK 21

=

# TAMBAHAN, KASUS (NAIK SIDIK) YANG DILIMPA
KE UNIT KORSUWS DESEMBER 2019).

SRIKARA KORUPSI

S[RU/A

Rl 2020




PERKARA KORUPSI
/i @ 20 DESEMBER 2018 = 20 FEBRUARI 2020
S

4

TERSANGKA YANG DITETAPKAN | JAN S.D 20 DES 20
TERSANGKA YG DITETAPKARRANG 51 LHA DIPEROLEH DARI PPA

240 LHA DIPEROLEH DARI

TERSANGKA YANG DITAHAN PERMOHONAN KPK KEPADA PF
TERSANGKA YANG DITAHAN ORANG

JUMLAH LHA PPATK YANG DITERIMA KPK o
LHP & LKTPK : 303

PERKARPANG DITUNTUT DALREVRSIDANGAN

25 KASUS

PERKARA YANG SUDAH VONIEKREKUSI

e —




JUMLAH KERUGIAN NEGARA
YANG SUDAH DISELAMATKAN

(20 Desember 2019 - 20 Februari 2020)

Rampasan

20 Desc 31 Des2019 1.600.000.000 1.140.941.500

(NET RStV 2.377.000.000 | 1.745.100.000 28.588.727.631 110.000 51.000 41.410

2.377.000.000 | 3.345.100.000| 29.729.669.131 - 110.000 51.000 | 41.410

NOTE : JUMLAH KERUGIAN NEGARA YANG SUDAH DISELAMATKAN DALAM
WIATTA UANG [RUIRIAR ADALAH SEBESAR

R BBLB 7B 1B




KOMITIMIERN] [KOMISIOINIER [KPIK 2009 = 202283

PENGUATAN SOLIDITAS & KELEMBAGAAN, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN oY
UTK MENINGKATKAN KUALITAS

I

HARMONISASI DAN SINKRONISASI REGULASI

1N
MELAKUKAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH HARUS
DIBERDAYAKAN, DIMULAI DARI PENYUSUNAN RENSTRA, RPNJP DAN PELAKSANAA
PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH

O
O

ﬁ TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN NEGARA
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SELEMBAR DAUN

Mungkinkah selembar daun yang kecll dapat menutupl buml
yang luas Ini?
Menutupl telapak tangan saja sulit..

Tapl kalau daun kecll inl nempel dimata kita,
maka tertutuplah Bumi dengan daun

Begitu pula bila hatl ditutupl plkiran buruk sekecll
apapun,maka kita akan mellhat keburukan dimana-mana,
bumil Inl pun tampak buruk..

Jangan menutup mata kita walaupun hanya
dengan daun yang kecll..

Jangan menutup hatl kita dengan sebuah pikiran yang
buruk walau cuma seujung kuku..

Syukurl apa yang sudah kita miliki,sebagal
modal untuk memuliakan-Nya

Semoga kita meralh kebalkan hari inl dan menjadl manusia
yang pandal bersyukur
Aamiliin...
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ERANG VA CUANIARAH
Da'sarg

‘v 1 UU NO. 28 THN 1999 TTG PENYELENGGARAANNEGARAYG BERSIH & i 8 PERATURAN PRESIDEN NO. 18 THN 2020 TTG RENCANA
qﬁ BEBAS DR KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME o PEMBANGUNAN JANGKAN MENENGAH NASIONAL THN 2020-2024

9 UUNO. 20 THN 2001TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 THN 1999TTG PERATURAN PIMPINAN KPKNO. 6 THN 2019TTG SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJAKEK.

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

i
"o UUNO. 7 THN 2006 TTG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION / { . ,
! 3 AGANST CORRUPTION. 2003 10 PLAYING FIELD (FOKUS AREAKPK):

Penyelenggara Negara (Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku)

4 UU NO. 8 THN 2010 TTG PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG

UU NO. 19 THN 2019 TTG PERUBAHAN KEDUAATAS UU NO. 30 THN

3 2002 TTG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
b RPJMN 2020-2024 & RKP 2020

6 ggﬁé&%ﬁh}\gi%%ﬁgglNO 54 THN 2018 TTG STRATEGI NASIONAL C Coruption Perception Index (CPI)

d Pengukuran Akuntabilitas
PERATURAN PRESIDEN NO. 61 THN 2019 TTG RENCANA KERJA

7 PEMERINTAH TAHUN 2020
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Q. Pasal 1 ayat (4))

\z.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) = Tugas Pencegahan dan Wewenang)

\3.

Pasal 8 = Tugas Koordinasi dan Wewenang)

\4.

Pasal 9 =2 Tugas Monitor dan Wewenang)

kS.

Pasal 10 [Tugas Supervisi dan Wewenang] = Pasal 10A ayat (1) dan (ZD

kﬁ.

Pasal 11 =2 Tugas Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan )

a. Pasal 38 dan Pasal 39 (Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan):

1) Penyelidikan = Pasal 44 & Pasal 46
2) Penyidikan = Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 47
3) Penuntutan - Pasal 12A
b. Penyadapan memperhatikan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D

c. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan memperhatikan Pasal 40

7. Pasal 13 [Tugas untuk melaksanakan penetapan hakim & putusan
pengadilan serta Wewenang] 2 Pasal 47A

'\\8. Pasal 7 ayat (2), Pasal 15, Pasal 20 = Kewajiban KPK)

kg. Penataan SDM & Transisi SDM :)

a. Pasal 43, Pasal 45, Pasal 45A
b. Pasal 69B & Pasal 69C
c. Pasal 70A

/10.Pasal 37B huruf a (Tugas Dewan Pengawas mengawasi
pelaksanaan tugas & wewenang KPK) agar menjadikan perhatian
unit kerja dim pelaksanaan tugas & wewenang

rE] 0] i
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q PERIZINAN & TATA NIAGA
J KEUANGAN NEGARA Salah satu tujuannya dari Stranas

Pencegahan Korupsi adalah

meningkatkan  sinergi program

pencegahan korupsi yang
Q GAKKUM & REFORMASI BIROKRASI berorientasi pada kebijakan

pemerintah pusat, pemerintah
daerah, pemangku kepentingan
maupun kebijakan strategis KPK.

untuk mendorong upaya pencegahan Korelasi upaya Stranas PK harus
MAKSUD korupsi yang lebih efektif dan efisien memperhatikan Sasaran Strategis
pada sektor strategis yang Nasional pada RPJIMN 2020-2024
PENYUSUNAN : @ @uan RKP 2020, sebagai fokus area
mempengaruhi performa pembangunan g g
STRANAS PK dan  kepercayaan publik kepada KPK untuk melakukan Pencegahan
Pemerintah Korupsi

22
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Y A KAGENDA PEMBANGUNAN RPJMN > PRIORITAS NASIONAL: )
FOKUS PADA: 1. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UTK PERTUMBUHAN YG BERKUALITAS
1. PEMBANGUNAN SDM 2. MENGEMBANGKAN WILAYAH UTK MENGURANGI KESENJANGAN & MENJAMIN
2. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERRATAAN
3. PENYEDERHANAAN REGULASI 3. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
4. REFORMASI BIROKRASI: 4. REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
- BIROKRASI YG BERSIH & AKUNTABEL 5. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI
- BIROKRASI YG KAPABEL DAN PELAYANAN DASAR
- PELAYANAN PUBLIK YG PRIMA 6. MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN
PERUBAHAN IKLIM
K5. TRANSFORMASI EKONOMI )

\7 MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK /

------ -------—--------------——---—------——----—-----—-—----.
! . \ / \\\
i . PENATAAN REGULASI: 3. PENGUATAN SISTEM ANTI KORUPSI: 1
i O PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA REGULASI O PENGUATAN IMPLEMENTASI STRANAS CEGAH || !
: Q PEMBAHARUAN SUBSTANSI HUKUM KORUPSI :
! PERBAIKAN SISTEM HUKUM PIDANA & PERDATA: B Oriapan e rhdvan ol
i ' 2 PENGELOLAAN ASET i
i O PENYEMPURNAAN  HUKUM  EKONOMI  UTK !
1 MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA 4. PENGUATAN AKSES THD KEADILAN: :
: O PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF O PENGUATAN LAYANAN BERKEADILAN 1
i O DUKUNGAN TI DI BIDANG HUKUM & PERADILAN O PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT !
! O PENINGKATAN SISTEM INTEGRITAS & PENGAWASAN -
\ HAKIM I\ W
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T:::,,L:)\H PERBAIKAN
PERADILAN PENGUATAN

RIIL REGULASI | PERDATA UTK UpAYA ANTI

RIIL, ‘ KEMUDAHAN KORUPSI
INDUSTR BERUSAHA e
IALISASI

&

KESEMPA < : :

TAN SASARAN & INDIKATOR = PENGUATAN SISTEM PERADILAN UPAYA ANTI KORUPSI

KERJA ,




ARHIKEE RN MUMKER K020

ArahaniPimpinaniKEKQBidangRENCEGAHAN

MENYELARASKAN PROGRAM
DAN KEGIATAN STRANAS PK,
TUGAS PENCEGAHAN, TUGAS
KOORDINASI, DAN TUGAS
MONITOR




RIS

Arehanpimpinan

@mm

KRB TanG EENINDAKAN

OPTIMALISASI MEKANISME

MEMPERBAIKI TATA KELOLA

(.

PENGELOLAAN ASET, BENDA
SITAAN DAN BARANG
RAMPASAN NEGARA

J

.

PEMULIHAN DAN TUGAS PENINDAKAN DAN
PENGELOLAAN ASET TUGAS SUPERVISI
/1. PENANGANAN PERKARA \ /1 PENYUSUNAN PEDOMAN \

MELALUI CASE BUILDING PENINDAKAN TERINTEGRASI

2. PENYELESAIAN PERKARA 2. PENYUSUNAN PEDOMAN
DENGAN PENINDAKANDAN
MENGOPTIMALKAN TPPU PENCEGAHAN TERINTEGRASI

3. STANDARDISASIMETODE

3. PENYELESAIAN TUNGGAKAN PERENCANAAN,

KASUS DAN PERKARA PENGENDALIAN,

PELAKSANAAN, MONITORING
DAN EVALUASI DI BIDANG
PENINDAKAN

4. PENGELOLAAN DATADAN
INFORMASIPENINDAKAN
TERINTEGRASIYANG
RESPONSIF BAIKSIFATNYA
STRATEGIS MAUPUN PERIODIK

5. EFEKTIVITAS SUPERVISIKPK
TERHADAP INTANSI TERKAIT,
DENGAN CARA

PENINGKATAN KAPASITAS
SDM YANG DIFOKUSKAN
PADA KOMPETENSI
PEMULIHAN ASET DAN
KERUGIAN KEUANGAN

5 NEGARA

PENANGANAN PERKARA TPK

J

(CI MEMASTIKAN PELIMPAHAN
PERKARA KPD APH UTK
MENDAPATKAN PUTUSAN
PENGADILAN BERKEKUATAN
TETAP

MEMASTIKAN PENGAMBILALIHAN
PERKARA DARI APH UTK
MENDAPATKAN PUTUSAN
PENGADILAN BERKEKUATAN
TETAP

MENINGKATKAN SINERGI DGN
APH DLM MEMBANGUN SISTEM
PELAPORAN PENANGANAN
PERKARA TPK YG DILAKUKAN
INSTANS!I TERKAIT
MEMPERKUAT KOORDINASI &
SUPERVISI PENINDAKAN DLM
KERJASAMA PENANGANAN

N

PERKARA (JOINT INVESTIGATION)
UTK PERKARA YG SULIT &
KOMPLEKSITASNYA TINGGI

\

J

!

K

¥

1.

\

PENETAPAN KRITERIA/FOKUS

PENANGANAN TPK

O MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG
BANYAK (GAKKUM, POLITIK,
PENDIDIKAN, KEDAULATAN PANGAN,
PERIKANAN, KESEHATAN, SOSIAL,
HANKAM)

BERDANMPAK SIGNIFIKANTHD
PEREKONOMIAN NASIONAL
(PENERIMAAN NEGARA,
INFRASTRUKTUR, SDA, KEUANGAN
NEGARA, PERBANKAN)
PENANGANAN PERKARAYG MID
FOKUS RPJMN 2020-2024, RKP 2020,
CPI, PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA

MENYUSUN BOBOT KRITERIA
KASUS DAN PERKARA DI SETIAP
TAHAPAN PENINDAKAN =
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN,
PENUNTUTAN, LABUKSI SERTA
TUGAS KOORDINASI &
SUPERVISI PENINDAKAN UTK
MENDAPATKAN PENGUKURAN
YG TEPAT

J

<

MENYUSUN PETA
PROSES BISNIS
PENINDAKAN DAN
PENCEGAHAN
TERINTEGRASI
(MELIBATKAN TUGAS
PENCEGAHAN, TUGAS
KOORDINASI, TUGAS
SUPERVISI, TUGAS
MONITORING, DAN
TUGAS FUNGSI
PENDUKUNG LAINNYA)

J
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